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ATSTRAK

Hak guna bangunan adalah hak untok mendinkan bangunan alus lanah
yang hukan miliknys sendini melainkan diatas tamah bak milik orung luin
denpan ketentuan seperti vang eleh di st dalam undang-undang pokak
MU,

Berdasarkan urmizn diatas maka scbagal bhak atas tapah yang masa
berlakunya terbatas untuk janpka waktu tertentu maka ditemuoxan beberapa
permasaiahan mengenar hak gena bangunan, vaitu |, Bogaimans pengaluran
tentang mendirikan banpgunan diatas tanab hak milik orang Tain. 2. Bemapa lona
jangka wakiu yang dapat diberikan kepada pemegang hak guna bangunan dan
berapa lama jangka wakte hak dapat diperpanjeng. 1. Bagaimana siatus
bangunzn setelab berakhirnya perjanjian.

Untuk menjawab permasalahan diatas maka metode yang  dipakai
adalah metode penelition secara vuridis sosiologis yaitu pendekatan masalah
melalsi hukum dengan melibat keadaan hukum yang berlaku dan dihubungkan
dengan fakla dan kenyataan yang ada dilapangan. Sedangkan pengambilan data
dulam penclitian ind dilakukan dengan cara observaszi, studl dokumen dan
wawaneara dalam menganalisa data menggunakan metede kuoalitatif dan
kuanzitatif,

Dari hasil penelitian vang dilakukan tentang ketentsm guna bangunan
dimtas tanah hak milik ini dapat diambil kesimpulan balwa ketentuan pendirian
bapgunannya adalah diates tanah hak milik orang fain yang pengaturannya
dilakukan dengan perjanjian antara pihak vang memiliki tanah dengan pihak
vang akan menvewa untuk pendirian bangunan demi kepentingan pribadi alau
L. ]

Jangka waktu vang dapat diberikan adalah maksimal 30 tabun dan
dapat di perpanjang paling fama 20 tabun. Jangka wakiu bak guna bangunzn
tergantung dari perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh para pihak, Terhadap
status  bangunan selelah berakhimya perjanjion dapat berakibat 3 hal yaitu
bangunan tersebut di hibuhkan atan di berikan kepada pemegang bak atas
tanah, Sesuzi denpan kesepakatan dalam perjanjian. bangunan dibongRar
dikarenakan lanah yang disewa tersebut menimbulkan sengketa dan oleh
putusan pengadilan bangunan lessebut dibongkar, Status bangunan setelah
berakhirnya perjanjian dapat berupa pemberian ganti rugi lerbadap bangunan
yang ditingealkan sesual dengan peganjian yang telah disepakali oleh masing-
masing pihak.



BAB I

PENDAHULUAN

A, Latar Belalkang

Tanuh werupakan suatu faklor vang sangat penting dalam kelndupan sualu
masvarzkat, terlebih-lebih dilingkungan masyarakat Indonesia  vang  sehapmn
besar penduduknyva menggantungkan kehidupannya dar tanab. Dalam rimgka
pernbangunan nasional untuk mewujudkan masyarakat vang adil dan makmur
berdasarkan pancasila dan Undang-Undang dasar 1945 tanah juga metupakan
salah sutu modal utama, baik sebagai wadah pelaksanaan pembangunan maupun
sebagal fuktor produksi untuk menghasilkan komoditzs-komoditas perdagangan
vany sangat diperlukan gura meningkatkan pendapatan nasional !

Fedudiekan 1anah -.Iai:;rn pembangunan nasionz] v juge lernyata dan
ketelapam Majelis  Permusyawaratan Rakyat  Republik Indonesia Nomor
IMPRA993 tentany Garis-Garis Besar Haluan Negara, vang antara lain memben
amanat sebagai berikur - “Penatsan penguasaan tanah olch negors diarahkan agar
pemanfastanmys  dapal mewujudkan  keadilan  sesial bagi seluruh rakyat
Indonesin”, sedangkan penstasn penggunaan tanzh dilaksanaan secara berencana
ounn  mewujudkan  kesgjahteraan  rakvat  yang sebesar-besurnyva, Penataan
pengounasn tanzh perlu memperhatikan hak-hal rakyat aws tanah, fungsi sosial
hak atas tanah, batas maksimum pemilikan tanah ddan termasub berbaga upaya
unluk meneepgh pemusaian. penguasagan lanah apar makin terwujud sistem

pengelolann peranaban vang terpade, serass, elekul dan efesien yang melipub



terlib administrasi hidop, Kegiatan pengembangan administmast pertanahan perlu
ditinghatkan dan ditunjang dengan perangkat analisis dan perangkar informasi
pertanahan yang makin baik. !

Ketentuan-ketentuan dasar mengenai 1anah di Indonesia telab tercantum
didalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar UUT AL
Menuwrut Pasal T UUPA pengertian Agearia adalah :

“Heluruh beemi, aic dan mang angkass termasuk kekavasn alam yano
terkandung didalamnya dalam wilayzh Bepublik Indonesia sebagai karania Tuhan
Yang Maba Esa adalah bumi, air dan mang anckasa bangsa Indonesia dan
merupnkan Kekavaan nasional .

Walaupun sebagian besar pasal-pasalnya memberikan ketentuan mengenai
hak-hak atas tanah namun sebapar kelentuzn vang bersilzt pekok banvak materi
pengaturan yang bersifat lebib rinel yang masih perlu ditetapkan. Keperluan ukan
ketentuan-ketentuzn yang lebih nined im seloma lebith dan tiga pulub tabun
dipenuli dengan pengaturan teknis operasional dalam bentuk yvang lebih rendah
dari pada perluran pemerintah.

Dengan makin rumitnva masalah  perlanahan den makin  besarmya
keperluan akan ketertiban didalam pengelelaan perianahan. makin dirnsakan
keperhum akon adanya peraturan pelaksanaan Undang-Undang Pokok Acraria
vang tmgkatnya lebth tinggl, vaitu dalam bentuk peraturan pemeriniah yang
mencrapkan ketentuan lebih lanput mengenm hak-hak atas tanah yvang diatur
dalam pasal 16 Undang-Undang Pokek Agraria, Khusosnva Hak Guna Usaba, Hak
Guna Banpunan dan Hok Pakai (PP, Mo 40 Tahun 1996) Scbagai hak ams anah

vang masi berlakumya terbadas untuk janpka waktu tertentu 11ak Guna Usaba, Hal

! Lvid



BAB 1V

PENUTUP

A, Kesimpulan
Dlan hast] penelitian dapat dizmbil kesimpulan
i, Pengaturan tentang mendirikan bangunan di atas tanah hok milik omang
latm audaluh dengan cdhadakonnya perjanjian sewin menyewa anlara pihak
vang akan memberikan hak sewn lerhadsp tanahnya kepada sipengzuna
hak lanab yang dimiliiinya untuk mendivikan bengunan sesua denpan
kepentingan dart sipemegang hak sewn, untuk mendirikan bangunan diatas
timih hak milik orang lain in harus denpan ketentuan vang, berlaku dalam
undang-undang pokok agraria. Pengatluran fainnya dapat berupa perjanjian

sowi yang berisikan kescpakolan tentang hak don Rewajiban para pihak

vaeg harus dipenubi oleh masing-mssing

Jangha wakoe vang dapat diberikan dan jangka wakiw hak diperpanjana.
dangka waktu berlakenva hok guno bangunan adalah 30 @hun don dapa
diperpanjang paling lami 20 tabun, lerganlung perjanjian para pibek
Berapa lama hek ouna bangunan ilg berlaky fergantung nantinva oleh
kesepokatan para pibak dlam melakukan perjanjizn,

S, Blatus benguean seielab habisnya petianjian, dabun ketentuan hak guna
pangunan:  slabes bamgunan setelah berabhirova peranjian sangat
diperbubim, ade 3 macam slalizs bangunan setelnh berakhimya perangian

vaitt bangunan dapat Gikababkar don diberikan kepids sipemepane hok
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